BAB I11
JAMINAN NAFKAH DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama Semarang
1. Sgarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama dahulu dikenal dengan Pengaditaanti,
begitu juga dengan Pengadilan Agama semarang. Wideéngadilan
Serambi karena pelaksanaan siding biasanya menigamipat di tempat
di serambi masjid. Pengadilan ini telah ada di abrggngah masyarakat
di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agamadslaegeri ini*

Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermalsyamaupun
dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima areksat sebagai
pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir selkagaituhan hidup
masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kendf@gajaan Islam
sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataramarale@uban,
Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Isimmlya.

Kemudian di dalam perkembangannya Peradilan Agsetagai
salah satu lembaga hukum mengalami proses pertianbydng begitu
panjang dan berliku mengikuti nada dan irama poltiukum dari
penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan keti&jam serta

rongrongan dari berbagai pihak yang muncul seblegailala yang tidak

! Dokumen Pengadilan Agama Semarang, didapatkan psetatanggal 4 Nopember
2010
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henti-hentinya mencoba untuk menghalangi langkah rdamadamkan
sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di Indonesia afmikan
jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementaid gisi lain, penjajah
Belanda dating dengan sistem peradilannya sending ydibarengi
dengan politik amputasi secara berangsur-angsugunang kewenangan
Peradilan Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalstia@rVan
Den Berg (1845-1927), ia menyatakan bahwa yangkerdi Indonesia
adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syddiialah yang
memperkenalkan teorReceptio in ComplexuTeori ini mengajarkan
bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut sesg@raehingga
hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyke dan sebagai
satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kkatadgan
pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlakundibriesia adalah
hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerap&om dalam
peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan ydngambil dari
syari’at Islam untuk orang islam. Namun kemudianatk perubahan
pada politik hukum pemerintah Hindia-Belanda akipahgaruh dari
seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis VareXWbbven (1874-

1933) yang memperkenalkahlet Indische Adatrechtthukum adat

2 Ahmad Rofigq,Hukum Islam di Indonesidakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 14
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Indonesia) dan Cristian Snouck Huogronje (1857-193¢ang
memperkenalkan teofReceptieyang mengajarkan bahwa hokum yang
berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat merekaing-masing.
Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresagh diukum adat.Jadi
hukum adat lah yang menentukan ada tidaknya huktam! Dalam teori
ini hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaati ba&gpentingan
pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telahsdpe oleh hukum
adat?

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendggremerintah
Belanda mengeluarkan penetapan yang dimuat dalaatb&d nomor
152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan yamgmakan
Priesterraad atau Majelis Pendetd. Dengan adanya ketetapan tersebut
terdapat perubahan yang cukup penting, diantaraag@ah bahwa
pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yangqhdgrag masuk dalam
kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, ksavg hibah,
wakaf, shodaqoh, dan baitul mal yang semuanya dgagan hukum
Islam®

Meskipun dalam bentuknya yang sederhana, Pengadigma
Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda makigam kakinya di

Indonesia, namun dikeluarkannya Staatblad nhomortdfazn 1882 inilah

*Ibid, hal.17

*Ibid, hal. 18

® Dinamakan Pengadilan Pendeta karena disebabkaghylen dan bawahannya
berkedudukan sebagai pendeta

® Jaih MibarokPeradilan Agama di Indonesi®8andung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004, hal. 10
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yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya sedamadis Formal
keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura yadannya dan
Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, aakuntuk
mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atasip-arsip kuno
Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsipbtdrgelah rusak
akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Sergaexrkena banijir.
Yang paling besar adalah banjir pada tahun 198anA&tapi masih ada
beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup gapgt dijadikan
sebagai rujukan atau setidak-tidaknya sebagai supd®afsiran dalam
upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agemarang.

Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang pegawagaBian
Agama Semarang yang paling senior, beliau pernahhahesebuah
Penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 182@&depeémbagian
warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dehgauf dan
bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pulgadeketerangan
Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semargang
sebelumnya pernah menjadi pegawai Pengadilan Agsada Jawatan
Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilganfa Semarang
memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Stadttdhan 1882

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semararipater di
Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengasjit¥l Besar

Kauman yang terletak di jalan Alun-alun Barat dgkasar Johar. Tanah
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yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dayaladalah alun-alun
kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkanteerdmbi Masjid,
kemudian menempati sebuah bangunan yang terletsénaping sebelah
selatan Masjid. Bangunan tersebut kini menjadi Pggkaan Masjid
Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Walikota Semarang dijabattéadiyanto,
berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1B&rigadilan Agama
Semarang diberi sebidang tanah seluas + 4000 Mbagsmn
dipergunakan untuk gedung Yayasan Purwanida) yergtdk di jalan
Ronggolawe Semarang Barat kota Semarang untuk glibagedung
Pengadilan Agama Semarang yang diresmikan padagabn9
September 1978 yaitu yang tepatnya di Jalan Roaggolno. 6
Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Ketaarang Kode
Pos 50149. Dan sampai sekarang telah tercatat bbagadilan Agama
Semarang sudah mengalami pergantian ketua sampalilBan periode
yang terakhir ini dijabat oleh Drs. H. JasiruddvhSi.

2. Tugasdan Wewenang Pengadilan Agama Semar ang
a. Tugas Pengadilan Agama Semarang
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelakslauasaan
kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksandamgadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukapadesya.

Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayan&um
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dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan penkewbagi
mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum.Islam
Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nointathun
1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikasalah-
masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan wliehygas dan
wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan senasalah
dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukumniskersebut,
melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam prosdsam. Dengan
kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenantuk
menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum milaj@ang
berlaku bagi masyarakat Islam Indonésia.
b. Wewenang Pengadilan Agama Semarang
1) Kekuasaan AbsoluApsolut Competentje
Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pdagadiau

tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengas pemkara

atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilamya®

Maksudnya disini bahwa kewenangan absolut itu
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-ntasi
lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkaentu yang

tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan ldiaik dalam

" Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaivagyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004, hal. 1-2

8 Roihan A. RosyidHukum Acara Peradilan Agamdakarta : Raja Grafindo Persada,
2003, hal.27
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lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnydaran
Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agamapumau
dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya anBeagadilan
Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan Perajadilata
Usaha Negara.
2) Kekuasaan RelatiRelatif Competent)e

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan gahg
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dekgamsaan
pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatanytihebih
ringkasnya di sini kewenangan relatif merupakan eqeamgan
pengadilan dalam menangani perkara-perkara buk#ratddari
jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan mgasiasing
lembaga peradilan tersebut.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Semarang adalah
meliputi wilayah :
a. Kecamatan Gayamsari
b. Kecamatan Candisari
c. Kecamatan Gajah Mungkur
d. Kecamatan Pedurungan
e. Kecamatan Tembalang
f. Kecamatan Banyumanik

g. Kecamatan Semarang Tengah

° Ibid, hal.25
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h. Kecamatan Semarang Timur

I. Kecamatan Semarang Selatan

j. Kecamatan Semarang Barat

k. Kecamatan Semarang Utara

|.  Kecamatan Genuk

m. Kecamatan Gunung Pati

n. Kecamatan Mijen

0. Kecamatan Tugu

p. Kecamatan Ngaliyah

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semar ang

Adanya struktur organisasi yang jelas dan progkama yang
terencana dan terpadu adalah kunci keberhasilageléaggaranya
institusi, terkoordinasinya mekanisme kerja, jugeara meningkatnya
suasana yang kondusif. Begitu pula keterbukaan kedxersamaan juga
akan memunculkan suatu bentuk kebijakan yang memkag suasana,
sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijalscara struktural
yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan dmjak

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sergara
berdasarkan KMA/004/SK/11/1992 adalah sebagaimararpir.

B. Deskrips Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Poligami
Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebuthiokp isteri-

isteri dan anak-anak mereka adalah salah satut<iedoulkannya poligami.

12 Dokumen Pengadilan Agama Semaradp,cit
* Dokumen Pengadilan Agama Semardog.cCit.
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Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf{aflang-undang No. 1 tahun
1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) KHI.

Untuk memastikan bahwa suami mampu menjamin kegerlsteri-
isteri dan anak-anak mereka, PP. No. 9 tahun 1&ftang penjelasan UUP
No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) menyebutkamgBdilan kemudian
memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan memmbekkaerluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak merelemgan memperhatikan
Surat keterangan mengenai penghasilan suami yaagddiangani oleh
bendahara tempat bekerja; atau surat keterangak panghasilan; atau surat
keterangan dapat diterima oleh pengadil&h;

Dalam observasi awal, ditemukan 29 putusan izilgpoli tahun 2007,
sampai 2008. Adapun putusan yang diterima sebahyaferkara dan yang

ditolak sebanyak 12 perkara. Putusan-putusan igtrselalah sebagai berikut :

No. | Tahun Pengajuan | No. Perkara Dikabulkan | Ditolak
1 | 2007 0039/Pdt.G/2007/PA.Sm N

2 | 2007 0583/Pdt.G/2007/PA.Sm N

3 | 2007 0815/Pdt.G/2007/PA.Sm N

4 | 2007 0965/Pdt.G/2007/PA.Sm N
5 | 2007 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm N

6 | 2007 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm N

7 | 2007 1134/Pdt.G/2007/PA.Sm N
8 | 2007 1249/Pdt.G/2007/PA.Sm N
9 | 2007 1315/Pdt.G/2007/PA.Sm N

10 | 2007 1336/Pdt.G/2007/PA.Sm N

11 | 2007 1392/Pdt.G/2007/PA.Sm N

2 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawitan Kompilasi Hukum Islam,
Bandung: Citra Umbara, hal.58
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12 | 2007 1397/Pdt.G/2007/PA.Sm
13 | 2007 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm
14 | 2008 0241/Pdt.G/2008/PA.Sm
15 | 2008 0454/Pdt.G/2008/PA.Sm
16 | 2008 0624/Pdt.G/2008/PA.Sm
17 | 2008 0744/Pdt.G/2008/PA.Sm
18 | 2008 0757/Pdt.G/2008/PA.Sm
19 | 2008 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm
20 | 2008 0949/Pdt.G/2008/PA.Sm
21 | 2008 0998/Pdt.G/2008/PA.Sm
22 | 2008 1037/Pdt.G/2008/PA.Sm
23 | 2008 1068/Pdt.G/2008/PA.Sm
24 | 2008 1121/Pdt.G/2008/PA.Sm
25 | 2008 1433/Pdt.G/2008/PA.Sm
26 | 2008 1493/Pdt.G/2008/PA.Sm
27 | 2008 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm
28 | 2008 1692/Pdt.G/2008/PA.Sm
29 | 2008 1697/Pdt.G/2008/PA.Sm

Diantara putusan-putusan tersebut peneliti hanyagardil 5 putusan

saja, yakni putusan tahun 2007 dan 2008. Dengatimpangan behwa

terdapat kesamaan jenis kasus dalam putusan iknj gilihat dari alasan

permohonan izin poligami , penghasilan mininal ydigeroleh pemohon, dan

pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam menkgabylermohonan izin

poligami.

Putusan izin poligami Pengadilan Agama Semarasghet adalah :

1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm.

2. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.

3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm.
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4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm.
5. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.
Berikut akan penulis berikan tabulasi tentang parutersebut sesuai

dengan nominal gaji para pemohon.

No. | No. Perkara Pemohon Pekerjaan/ Tanggungan
Gaji Keuarga
1 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm  Mirdi Buruh/ 2 isteri dan 3
Rp.500.000,- | anak
2 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm  Bedjo Swasta/ 2 isteri dan 3
Sutopo Rp.900.000,- | anak
3 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm  Ris Buruh/ 2 isteri dan 2

Ariyanto Rp.750.000,- | anak

4 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm  Kusyanto Salesman/ | 2 isteri dan 2
RP.969.000,- | anak

5 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm  Suprapto Sopir/ 2 isteri
Rp.1.200.000,

Dari tabulasi di atas, maka putusan-putusan tetsetiapat
dideskripsikan sebagai berikut :
1. Perkara nomor 0969/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Mirdi bindtead, dengan
alasan bahwa Pemohon (Mirdi) berkeyakinan memperiginda yang
membutuhkan pengayoman adalah mempunyai nilai badaoleh
karenanya Permohon khawatir akan melakukan pemuyatag dilarang
oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami.

Berkenaan dengan kemampuan memberikan nafkah, Hé@mo

merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isten anak-anak
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mereka karena Pemohon bekerja sebagai buruh dpenggrasilan setiap
bulannya Rp. 500.000,-. Adapun tanggungan yangshpmin apabila
Pemohon berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak

Fakta yang terbukti di persidangan, bahwasanyadieon (isteri
pertama) tidak sepenuhnya melayani Pemohon daldnigan biologis
serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikahdag bahwasanya
calon isteri kedua mengaku telah hamil 3 bulan dasil hubungannya
dengan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, makamg®onan
poligami dengan nomor perkara 0969/Pdt.G/2007/PA igimdikabulkan
oleh hakim karena telah memenuhi ketentuan paagatd(2) huruf (a) dan
pasal 5 ayat (1) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo pasah&Tf (a) dan pasal
58 ayat (1) dan (2) KHI.

. Perkara nomor 1082/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Bedjo Sutdga M.
Sholihin, dengan alasan bahwa Termohon (isterap&j menderita stoke
dan ia memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligBemohon juga
berkeyakinan bahwa ia sanggup menjamin nafkahi-isteri dan anak-
anak mereka karena Permohon bekerja sebagai stastaerpenghasilan
Rp. 900.000,- tiap bulannya. Adapun tanggungan yeangs jamin apabila
Pemohon berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak

Permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilkgama

Semarang karena telah memenuhi syarat poligamaspasal 4 ayat (2)
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huruf (b) dan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1@/4asal 5 huruf (c)
dan pasal 58 ayat (1) dan (2) KHI. Putusan initdijgkan dengan putusan
verstek karena Termohon (isteri pertama) tidak dapat denin
keterangannya karena sakit.

3. Perkara nomor 1413/Pdt.G/2007/PA.Sm.

Permohonan poligami dengan nomor perkara 1418R{07/PA.
Sm. ini diajukan oleh Ris Ariyanto bin Suroto, dangalasan bahwa
Termohon (isteri pertama) kurang dapat melaksandkamajibannya
sebagai seorang isteri karena Termohon sering kegiitihan setiap kali
berhubungan badan dan berakibat sakit perut, damoh®n sudah
berusaha berobat tetapi belum sembuh.

Berkenaan dengan kemampuan menjamin nafkah kejgseta
isteri dan anak-anak mereka, Pemohon merasa sanggamgamin
kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka kafeeaohon bekerja
sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 750.000,- bafannya.
Tanggungan yang harus dijamin apabila Pemohon bgapa adalah 2
isteri dan dua anak.

Permohonan poligami yang diajukan oleh Ris Ariganhi
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang dengatimpangan
bahwa telah memenuhi syarat poligami sesuai depgsal 5 ayat (1) UU.
No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b,c, dan d)NRP 9 tahun 1975.

4. Perkara nomor 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm.
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Permohonan poligami ini diajukan oleh Kusyanto Winsnin
dengan alasan Termohon (isteri pertama) tidak dapatigandung lagi
sejak operasi tomor rahim (kista) dan Pemohon lyakiean bahwa ia
mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak<amereka karena
Pemohon bekerja sebagai salesman dan berpengh@pil®69.000,- tiap
bulannya. Adapun tanggungan yang harus di jamin Biemohon apabila
ia berpoligami adalah 2 isteri dan 3 anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidanganh téabukti
bahwasanya calon isteri kedua telah hamil 9 bulabad hubungannya
dengan Pemohon.

Permohonan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilkgama
Semarang dengan pertimbangan bahwa isteri patuigaididak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk naglalgebutuhan batin
suami dengan baik karena telah menjalani poerasrtuahim (kista), dan
suami patut diduga mencukupi kebutuhan hidup isteeri dan anak-anak
mereka.

. Perkara nomor 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Permohonan poligami ini diajukan oleh Suprapto Ibarjo
Dikromo. Dalam positanya, permohonan poligami imjukan kerena
setelah 15 tahun usia perkawinanya dengan Term@bkteri pertama),
tetapi mereka belum mempunyai seorang anak dan A@mmemberikan

izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan dateri kedua.
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Untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri damalkranaknya
kelak, Pemohon merasa mampu untuk menjaminnyanh&aRemohon
bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiapyd Rp.1. 200.000,-.

Permohonan poligami ni dikabulkan oleh Pengadikgama
Semarang dengan pertimbangan bahwa isteri tidakatdagelahirkan
keturunan dan permohonan poligami ini telah mememérsyaratan
poligami sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf4o)ghsal 5 ayat (1) UU.
No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (c) dan pa8ayat (1) dan ayat (2)
KHI.*

C. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Jaminan Nafkah dalam Putusan

Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanadesku&ehakiman
mempunyai tugas pokok untuk untuk menerima, mersariklan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukapademya, untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pendasiléerselenggaranya
Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2NiJ.14 tahun 1970).

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk mékegahukum
acara perdata Islam yang menjadi wewenangnya desagarcara yang diatur
dalam hukum acara Pengadilan Agama. Dalam haldkini harus mampu
mengatasi segala hambatan dan rintangan untulptEmga peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

13 Dokumen Pengadilan Agama Semargngriset 24 Mei 2010
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Salah satu teknik yang digunakan hakim dan jugaipadan salah satu
tugas hakim yaitu mengkualifisir, yaitu menganalisikta-fakta untuk dipilih-
pilih mana yang terbukti dan mana yang tidak tetibblkakta yang terbukti
kemudian dipilih-pilih lagi mana yang yang merupakakta hukum dan yang
bukan merupakan fakta hukum. Fakta hukum terselamukliian dicari
hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuknetapkan putusan
yang tepat!

Setelah mengkualifisir maka hakim berpegang padansipr
mempertajam analisis dan menemukan hukum yang tepaik yang
bersangkutan. Hukum yang tepat ialah hukum yangpeeimbangkan lima
aspek kualifikasi secara berimbang, yaitu :

- Rasa keadilan

- Kepastian hukum

- Kemanfaatan

- Kepuasan pihak-pihak dan masyarakat

- Dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Y aaitggNEs&
Kualifisir ini dilakukan dengan cara :

- Menyeleksi syarat-syarat formil perkara

- Merumuskan pokok perkara (tuntutan)

- Menentukan sistem hukum

- Menyeleksi fakta-fakta hukum

- Mempertimbangkan fakta-fakta hukum

4 Mukti Arto, op.cit.hal.221
5 bid.
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- Mempertmbangkan alat-alat bukti

- Mempertimbangkan kebenaran-kebenaran dari paré piha

- Menemukan hukum

- Menetapkan hukum pada fakta-fakta hakum yang terbut

- Memepertimbangkan fakta-fakta selebihnya, apalalath menjadi dasar

petitum

Semarang dalam memutus permohonan poligami

sebelumnya, maka akan penulis berikan tabulasi spatudari

pertimbangan hukumnya, yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim PdagaAgama
yangulipernahas

aspek

No.

No. Perkara

Pertimbangan Hakim

0969/Pdt.G/2007/PA.Sm

-isteri sudah tidak dapat sepenuhr

melayani suami

ya

calon isteri kedua mengaku telah hamil 3

bulan dari hasil hubungannya deng
Pemohon
telah memenuhi syarat alternatif d

komulatif sesuai dengan undang-undang

an

1082/Pdt.G/2007/PA.Sm

- telah memenuhi persyaratan sesuai der
pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan pasal 5 3
(1) UU. No. 1 tahun 1974, jo. Pasal
huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KH

gan
yat
b7

1413/Pdt.G/2007/PA.Sm

-isteri  kurang dapat melaksanak
kewajibannya karena sakit
telah memenuhi syarat poligami ses
pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974
pasal 41 huruf (b, c, dan d) PP. No. 9 ta

an

uai
jo.

nun
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1975
4 0900/Pdt.G/2008/PA.Sm | -isteri patut diduga tidak dapat lagi

menjalankan kewajibannya untuk melayani

kebutuhan batin suami dengan baik karena
telah menjalani operasi tumor kandungan
(kista)
- suami patut diduga dapat mencukupi
kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak
mereka
5 1671/Pdt.G/2008/PA.Sm | -isteri tidak dapat melahirkan keturunan

- telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan pasal 5 gyat
(1) UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal b7
huruf (c) dan pasal 58 ayat (1 dan 2) KH

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim di PdtayjadAgama
Semarang Bapak Hamid Anshori (Hakim PA. Semaramg)yatakan bahwa
terdapat pertimbangan hakim yang melatar belakaeguah putusan itu,
yakni :

- Bisa berdasarkan peraturan yang berlaku
“Judge made lavatau membuat hukum baru yang disebut dengan
Yurisprudensi. Hal ini berdasarkan pada maslahanaadharatnya

- Mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat

Berkenaan dengan pertimbangan dikabulkannya pemaohpoligami
yang mana para pemohonnya berpenghasilan minimawBehenyatakan
bahwa tidak ada batasan khusus mengenai penghasganrang untuk dapat
melakukan poligami, yang menjadi ketentuannya #&dalapat menjamin

seluruh keperluan hidup isteri-isteri dan anak-ameteka. Tentang ukuran
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mampu menjamin keperluan hidup (nafkah) ini haibsidikan dengan surat
keterangan dari bendahara tempat ia bekerja ataerakgan pajak
penghasilan atau surat keterangan lain yang dagainth oleh pengadilan,
hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) PP. Ndalun 1975 tentang
penjelasan UU. No. 1 tahun 1974.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa keadaan ekonomi mese tidak
menjadi faktor utama seseorang berpoligami, tetagmiyak faktor yang
mendorong seseorang untuk melakukan poligami. Beke dengan
penghasilan suami, hal tersebut telah disampai&ah gebelum putusan itu
dibuat, yakni ketika hakim mendamaikan Pemohonmbéon, dan Calon
isteri Pemohon. Hakim menanyakan apakah Termohoncdénisteri sisp
dengan gaji suami yang demikian ? maka jika kedmangnyatakan tidak
keberatan dengan jumlah gaji tersebut, faktor jhnglaji suami tidak menjadi
permasalahaH.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Joko Juwono (Hakim BAmarang),
bahwa jaminan nafkah dalam bentuk nomonal gajatgrgng keikhlasan para
pihak dan bukan pada berapa jumlahnya. Artinya lbajila isteri-isteri rela
dengan gaji tersebut dan terkadang nampaknya gagegikit tapi para isteri-

isteri sudah mempunyai penghasilan, jadi merekaktisiempermasalahkan

8 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawitgan Kompilasi Hukum
Islampp. cithal. 58

" Wawancara dengan bapak Hamid Anshori, salah sakimhPengadilan Agama
Semarang yang menangani perkara izin poligami ygmgohonnya berpenghasilan minim, Riset
pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 di Pergjadibama Semarang
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nafkah, apalagi di dalam undang-undang tidak mautiah berapa nilai
nominal gaji untuk izin poligami.

Beliau juga menyatakan bahwa putusan itu tidakshbesnpatokan pada
gaji, karena kalau dinyatakan kurang secara nomimaka semua manusia
dengan gaji berapapun akan merasa kurang. Sebalikajau dikatakan
memiliki gaji cukup itu relatif, maka jika menurpara pihak itu sudah cukup,
hal itu menjadi dasar putusan izin poligdfni.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pertimbangan hakinandamemutus
putusan izin poliogami tidak hanya dilihat dari éssaiannya dengan undang-
undang dan juga para hakim lebih mengedepankadheam isteri pertama
serta mempertimbangkan akibat apabila poligamkti&abulkan. Misalnya
adalah adanya kekhawatiran melakukan zina antareifen dan calon isteri
kedua, atau apabila sudah terlanjur hidup bersaanpat adanya ikatan
pernikahan gamen leveRUmpul kebo), lebih baik poligami dikabulkan
daripada kemaksiatan berlajut lebih jauh lagi. Halsesuai dengan Qoidah
Fighiyyah 'taar al-mafaasid mugaddamun ‘ala jalbi al-mashbth yakni
dar al-mafasidaya harus didahulukan, dalam arti pintu untuk merznarus
ditutup, maka poligami diizinkan, dan oleh karereanjkah itu menghalalkan

yang dilarang.

8 Wwawancara dengan bapak Joko Juwono, salah safim hAkngadilan Agama
Semarang yang menangani perkara izin poligami ygmgohonnya berpenghasilan minim, Riset
pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 di Pdagailjama Semarang

¥ Abdul Hamid KhakimMabadi al-AwwaliyyahJakarta: Saadiyyah Putra, hal. 34
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Selain itu hakim juga berpijak untuk menjadikan ueefa yang
bahagia, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalaratsar-Rum ayat 21 yang
berbunyi

¢ -REHAS O AORQYONIOEDK@ 1IN 60
AL AERQO> A0 I HE HAE w
BXMARCGAECO®=N.orwe AQITO @O
2OZOCROOE m[A2AYOO 4 AN wRO
oQx OO oOROOe0ed COOveOOs
By 200N erw =6 O ¢FHA A& @0+ O

¢ ORBGAEXI 4940

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Ngkalh Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supag@mu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Ngatdramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang idemiik
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yandikier

Oleh karena itu, dalam poligami yang paling diutkam adalah
keridhaan isteri pertama, bukan jumlah nafkah ydibgrikan oleh suami.

Karena terkadang suami berpoligami atas kemauaminga

2 Wawancara dengan Bapak Hamid Anshapicit



